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ABSTRAK  
KHUSNUL KHATIMAH HARUNA INTANG  (B 111 13 089). Skripsi yang 
berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian 
Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)”. 
Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Muhadar selaku 
pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum 
terhadap larangan impor pakaian bekas atau “cakar”  di Kota Parepare 
dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau 
“cakar” di Kota Parepare. 
 
 Penelitian ini mengambil data pada Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, Polres Parepare dan Masyarakat sekitar Parepare. Penulis 
mengumpulkan data dengan metode penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Kemudian melakukan analisis data yang dilakukan 
bersifat kualitatif kemudian dideskripsikan.  
 
 Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penegakan 
hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” kurang sesuai dengan aturan 
yang seharusnya. Para penegak hukum belum menjalankan aturan 
sebagaimana mestinya karena kurangnya koordinasi antara instansi-
instansi yang terkait. Pentingnya sosialisasi dilakukan terlebih dahulu 
kepada para penegak hukum mengenai aturan larangan impor pakaian 
bekas atau “cakar” agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidakpastian di 
tengah-tengah pemberlakuan aturan tersebut. Adapun kendala dari 
penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” terletak pada 
masyarakat belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak 
menganggap hal tersebut suatu kejahatan. Selain karena masyarakat 
yang belum memiliki kesadaran terhadap aturan tersebut kendala terbesar 
juga terjadi kepada payung hukum dari peraturan mengenai larangan 
impor pakaian bekas atau “cakar”. Dari tahun ke tahun kegiatan impor 
illegal tidak dapat dipungkiri makin meluas hal ini dikarenakan payung 
hukum dari peraturan kegiatan impor tidak memberikan efek jera kepada 
oknum-oknum tersebut. Pemerintah belum membuat peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai impor secara spesifik 
sehingga hal ini menyebabkan kejahatan penyelundupan sering terulang.   
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ABSTRACT 
 
KHUSNUL KHATIMAH HARUNA INTANG (B 111 13 089). This thesis 
comes with the  title "Law Enforcement of the Prohibition to Import 
Second-Hand Clothing" Cakar "(Study Case in Parepare Period 2011-
2015)". This thesis under the guidance of Mr. Muhadar as Advisor Ist and 
Mrs. Haeranah as 2nd Advisor . 
 
The present study aims to determine the law enforcement of the 
prohibition to import Second-Hand clothing "cakar" and constraints in law 
enforcement on second-hand clothing "cakar" in Parepare City. 
 
This study undertook the data from the Directorate General of Customs 
and Excise, Parepare local police and Parepare’s resident. The writer 
gathered the data with research method of literature review and field 
research. Afterwards, the writer analyzed the data, conducted in 
qualitative researched and described. 
 
The result of this research indicates that the enforcement of law in second 
hand clothing or "cakar" is not suitable with the law should applied. Law 
enforcement officials have not run the rule as it should be because of the 
lack of coordination between the agencies involved. The most important 
thing is to socialize with the law enforcement beforehand regarding the law 
and uncertainty in the center of the enactment of the law. The constraints 
of law enforcement on the second-hand clothing "cakar" is located in the 
community that can not accept the existence of these rule and do not 
consider it as a crime Other than that the populations have not yet 
developed a conscience regarding the law and the legal protection from 
the law, which bans the import of second hand clothing or "cakar". Year 
after year, the activity of illegally importing second hand clothing or 
"cakar". From year to year the import of illegal activities can’t be denied 
more widespread, this is because the legal basis of the regulation of 
import activity does not give deterrent effect to these elements.The 
government has yet to make laws that specifically regulate the import, so it 
caused a smuggling crime often repeated. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. 
Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi 
kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun 
Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat 
keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan 
sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam 
memproduksi barang-barang elektronik ataupun barang otomotif. Hal 
tersebut, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor 
barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.   
 Barang-barang impor yang masuk ke suatu negara sudah 
merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya 
kemungkinan komoditi yang kita butuhkan tidak semua ada di negara 
kita. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena 
adanya faktor-faktor tertentu yang membuat suatu Negara melakukan 
kegiatan ekspor-impor.5 
 Banyaknya barang luar Negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga 
pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat 
di impor. Namun, fakta yang terjadi adalah masih banyaknya produk-
produk yang dilarang dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia. 
Produk-produk ini berupa pakaian bekas, elektronik bekas, rokok 
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produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman 
keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk- produk 
lainnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap 
kegiatan impor di Indonesia. Kondisi inilah yang akhirnya membuat 
perdagangan internasional semakin mengalami pengawasan. 
 Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau 
jasanya membuat para pelaku usaha melakukan hubungan 
perdagangan lintas negara. Namun, semakin ketatnya persaingan 
dalam era perdagangan bebas ini mendorong pelaku usaha untuk 
memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara 
curang. Selain itu, munculnya peraturan terhadap pembatasan 
kegiatan impor di Indonesia sehingga pengawasan terhadap barang-
barang atau proses dari kegiatan impor yang berubah menjadi lebih 
ketat. Hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang menyimpang 
dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.  
 Munculnya kejahatan-kejahatan dalam rangka memudahkan 
kegiatan ekspor-impor inilah yang menyebabkan perlunya penegakan 
hukum terhadap kegiatan ekspor-impor. Salah satu tindak pidana yang 
sering terjadi adalah penyelundupan. Penyelundupan khususnya di 
bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan banyaknya barang 
yang ingin di impor masuk ke Indonesia tetapi dengan cara yang salah. 
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 
Kemampuan penegakan hukum terhadap masalah penyelundupan 
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masih sangat lemah dikarenakan rendahnya pengawasan terhadap 
barang yang masuk kedalam wilayah Republik Indonesia dan 
kurangnya partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam 
menanggulangi penyelundupan.  
 Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maka 
diperlukan tindakan yang tegas serta konsisten terhadap tegaknya 
hukum di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencapai keamanan dan 
ketertiban serta kesejahteraan. Walaupun telah di atur dalam 
perundang-undangan, namun masih ditemukan adanya kelemahan 
penegakan hukum terhadap kegiatan ekspor-impor. Di dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa 
Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai akan melakukan pengawasan 
atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. 
Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang 
tetapi masih ada kegiatan penyelundupan yang dilakukan di wilayah 
Republik Indonesia.  
 Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan 
masyarakat yang menjadi barang penyelundupan yaitu pakaian bekas. 
Khususnya di kota Makassar dan sekitarnya perdagangan pakaian 
bekas disebut juga dengan “cakar”  adalah akronim dari “Cap Karung”. 
Istilah ini digunakan oleh masyarakat untuk menyebutkan barang 
bekas yang dijual dipasaran dengan harga yang murah dan relatif 
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berkuliatas bagus. Pada umumnya pakaian bekas ini diimpor dari 
berbagai negara dan di kemas menggunakan karung, hal inilah 
mengapa di sebut dengan “Cap Karung”. Pengiriman pakaian bekas 
biasanya dikirim dari negara-negara maju. Pakaian bekas ini 
merupakan bantuan dari negara-negara maju untuk negara 
berkembang, namun ada oknum yang menyalahgunakan untuk di 
impor di negara berkembang dan diperdagangkan.  
 Dalam rangka mengurangi penyelundupan terhadap pakaian bekas 
di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan himbauan kepada 
masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan inis. Dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 47 
disebutkan bahwa, “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. 
Dalam keputusan ini sangat jelas mengatakan barang yang diimpor 
harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri 
merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah 
Republik Indonesia.  
 Makin besarnya penyelundupan pakaian bekas ini sehingga 
menteri mengeluarkan putusan di tahun 2015. Keputusan Menteri 
Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor 
Pakaian Bekas adalah peraturan perundang-undangan terbaru yang 
menyatakan secara tegas larangan impor pakaian bekas. Namun 
pelarangan ini tidak memberikan efek jerah kepada oknum yang 
melakukan penyelundupan ini karena pengawasan terhadap kegiatan 
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ini masih sangat lemah. Kegiatan penyelundupan ini sering dilakukan 
di pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja sama dengan 
agen penadah dalam mendatangkan produk pakaian bekas ke tanah 
air.  
 Melihat dari semakin meluasnya kasus penyelundupan terhadap 
pakaian bekas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
terhadap masalah ini. Penulis ingin melakukan penelitian secara 
langsung untuk melihat proses penegakan hukum terhadap larangan 
impor pakaian bekas. Penelitian ini akan dilakukan di kota Parepare 
yang merupakan kota kecil di wilayah Sulawesi Selatan yang terkenal 
dengan ramainya perdagangan barang bekas dan banyaknya kegiatan 
ekspor-impor yang terjadi di pelabuhan Parepare.  
B. Rumusan Masalah  
Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi 
penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas adalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap larangan impor 
pakaian bekas “cakar”  di Kota Parepare tahun 2011-2015? 
2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap larangan impor 
pakaian bekas “cakar”  di Kota Parepare tahun 2011-2015? 
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C. Tujuan Penulisan  
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap larangan 
impor pakaian bekas atau “cakar”  di Kota Parepare 2011-
2015. 
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap 
larangan impor pakaian bekas atau “cakar”  di Kota Parepare 
D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat 
yang berupa :  
1. Dapat menjadi acuan terhadap penegakan hukum dalam hal 
impor pakaian bekas.  
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat hukum dan pihak yang 
berwenang dalam menegakkan hukum.  
3. Dapat memberikan tambahan informasi bagi semua pihak 
akan larangan impor pakaian bekas.  
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penegakan Hukum  
1. Pengertian Penegakan Hukum  
 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 
oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 
penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. 
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek 
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, 
berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 
sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 
sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin 
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 
seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila 
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 
menggunakan daya paksa. 
 Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 
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mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 
hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu 
hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 
Karena itu, penerjemahan perkataan “law enforcement” ke dalam 
bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” 
dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” 
dalam arti sempit.  
 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum 
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 
mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 1  
Di dalam kehidupan pada dasarnya manusia memiliki pandangannya 
masing-masing mengenai baik atau buruknya sesuatu. Di dalam 
penegakan hukum, diperlukannya keserasian antar nilai-nilai 
kehidupan. Contohnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman 
diperlukan penyerasian antara dua nilai ini, sebab nilai ketertiban 
bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik 
tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupan, maka manusia 
                                                        
1  Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5 
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memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang 
serasi.  
 Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 
mempunyai unsur penilaian sendiri). 2  Dengan mengutip pendapat 
Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya 
diskresi berada diantara hukum dan moral. Oleh karena itu gangguan 
terhadap penegakan hukum akan terjadi apabila ada ketidakserasian 
antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.  
 Penegakan hukum bukan hanya semata-mata berarti 
pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di 
Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Tetapi penegakan 
hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 
dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, 
memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum 
in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum 
                                                        
2  Ibid., hlm. 7 
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materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh 
hukum formal.3 
Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga 
tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu : 4 
i. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in 
abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini 
pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai 
yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang 
akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-
undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 
keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan 
tahap kebijakan legislatif. 
ii. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana ( tahap penerapan 
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari 
kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat 
penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan 
perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan 
pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat 
penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan 
                                                        
3 Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm.33. 
4  Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 173.  
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daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan 
yudikatif. 
iii. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum 
pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap 
ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 
pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui 
penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat 
pelaksana dalam menjalankian tugasnya harus berpedoman 
kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 
oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai 
keadilan serta daya guna. 
Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai 
suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan 
untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara 
Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik 
adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta 
dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai 
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kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena 
hukum dan masyarakat terdapat suatu relasi. 5 
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum  
 Penegakan hukum bukanlah hanya pelaksaan perundang-
undangan atau penegekan hukum sebagai pelaksanaan keputusan 
hakim. Apabila hanya pelaksanaan perundang-undangan atau 
keputusan-keputusan hakim saja maka ketika hal tersebut mengganggu 
kedalam di dalam pergaulan hidup maka hal tersebut adalah 
kelemahan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak 
pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor 
tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau 
negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, 
adalah :6  
1.1 Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)  
Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang 
sah. Undang-undang dalam materil mencakup : 
a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 
suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di 
sebagian wilaya negara. 
                                                        
5 Siswanto Sunarso, 2010, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: Rajawali 
Pers, Jakarta, hlm. 71 
6 Soerjono Soekanto, op. cit. hlm. 8. 
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b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau 
daerah saja.  
 Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas 
yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai 
dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai 
tujuannya, sehingga efektif. Asa-asas tersebut antara lain:   
1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya 
boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-
undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu 
dinyatakan berlaku.  
2) Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang tinggi, 
mempunya kedudukan yang lebih tinggi pula.  
3) Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 
yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, 
terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang 
menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang 
menyebutkan peristiwa yang lebih luasa ataupun lebih umum, yang 
juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.  
4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang 
lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, 
tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku 
belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi 
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makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-
undang lama tersebut.  
5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 
6) Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai 
kesejateraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, 
melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, agar 
pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya 
undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.  
 Sebagai contoh yaitu di dalam asas pertama dinyatakan, bahwa 
undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat 1 
KUHAP dinyatakan, bahwa : 
“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang diundangkan, 
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”; 
 Pasal tersebut didalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, 
membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-
undang tidak berlaku surut.  
 Masalah lain yang dapat terjadi terhadap undang-undang yaitu 
adanya undang-undang yang belum mempunya peraturan 
pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan 
demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang 
diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara nilai-nilai 
kehidupan, sehingga seringkali terjadi masalah dalam penegakan 
hukum. Selain itu masalah yang mungkin timbul didalam undang-
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undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di 
dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu 
disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat 
ditafsirkan secara luas sekali, atau karena berbahasa asing yang 
kurang tepat. 
 Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 
yaitu pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 
Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata-
kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di 
dalam penafsiran serta penerapannya. 
1.2 Penegak Hukum 
 Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi 
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti 
sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya 
hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, 
dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparatur terkait mencakup 
pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu 
terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, 
penuntutan, pembuktian, penjatuhan dan pemberian sanksi, serta 
upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.  
 Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan 
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posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, 
sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan 
suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiba-kewajiban 
tertentu. Hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau role. Oleh 
karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya 
dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak merupakan 
wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban 
adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke 
dalam usur-usur yaitu peranan yang ideal (ideal role), peranan yang 
seharusnya (expected role), peranan yang dianggap oleh diri sendiri 
(perceived role) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).
 Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga 
negara masyarakat lainnya, harus mempunyai beberapa kedudukan 
atau peranan sekaligus. Namun apabila terjadi kesenjangan antara 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan 
atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.  
 Dalam penegakan hukum yang seringkali menjadi masalah yaitu 
mengenai peranan penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dilihat 
dari segi pengambilan keputusan atau bagaimana ia menjalankan 
peranannya. Pengambilan keputusan ini dilakukan karena tidak ada 
perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat 
mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan dalam 
menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam 
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masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya 
untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang 
dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus 
individual yang memerlukan penanganan secara khusus.  
 Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, 
telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Disamping itu, di 
dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang 
Ideal.  
 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:  
Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah :  
“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian 
Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas 
memelihara keamanan di dalam negeri” 
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah :  
“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung 
tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”  
 
Pada Pasal 2 yang isinya adalah : 
“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 maka 
Kepolisian Negara mempunyai tugas :  
(1)   a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit 
masyarakat; 
c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari 
dalam; 
d. Memelihara keselamatan orangmbenda,dan masyarakat, 
termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan 
e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat 
terhadap peraturan-peraturan negara.  
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(2)  Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan 
dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara; 
(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; 
(4) Melaksankan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya 
oleh suatu peraturan negara”. 
 
 Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, maka penegak 
hukum sebaiknya mampu untuk mengambil suatu keputusan serta 
bertindak sesuai dengan fakta dan menjunjung tinggi keadilan. 
Walaupun dalam kenyataannya banyaknya penegak hukum yang 
dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti misalnya, interest groups dan juga 
public opinion yang mungkin mempunyai dampak positif ataupun 
negatif.  
 Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima. 
1.3 Faktor Sarana atau Fasilitas  
 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini 
tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai 
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tujuannya. Tanpa adanya sarana  atau fasilitas maka tidak akan 
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 
dengan peranan yang aktual.  
 Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 
pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini 
cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 
banyak hal penegak hukum mengalami hambatan di dalam tujuannya, 
diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam 
tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang 
kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis penegak hukum 
dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula 
bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.  
1.4 Faktor Masyarakat  
 Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Baik dari masyarakat tentu ada hubungan dengan 
faktor-faktor lainnya, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan 
sarana atau fasilitas. 
 Masyarakat indonesia pada khususnya, mempunya pendapat 
tertentu mengenai pengertian hukum. Ada pandangan yang 
mengatakan hukum adalah ilmu pengetahuan,hukum sebagai norma 
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atau kaidah, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai keputusan 
pejabat atau penguasa. Dari sekian banyaknya pengertian hukum yang 
diberikan, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk 
mengartikan dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. 
Salah satu akibatnya, bahwa baik-buruknya suatu hukum dinilai dengan 
pola perilaku penegak hukum tersebut dimana menjadi cerminan 
terhadap hukum sebagai struktur maupun proses.  
 Salah satu contoh penegak hukum adalah polisi. Polisi dianggap 
sebagai hukum oleh masyarakat luas. Warga masyarakat rata-rata 
mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta mesta dapat 
menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa perhitungan apakah polisi 
tersebut baru saja menamatkan pendidikan atau merupakan polisi yang 
sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi 
yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi.  
 Di dalam kehidupan sehari-hari akan sering dicumpai macam-
macam latar belakang manusia mengenai hukum. Di antara mereka 
ada yang menaati hukum, ada yang pura-pura taat terhadap hukum, 
dan ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, serta adapula yang 
secara terang-terangan melawan hukum. Masalah yang sering timbul 
ketika mereka yang pura-pura menaati hukum, karena mencari peluang 
di mana penegak hukum berasa dalam kurang siaga maka ia 
berpotensi melakukan pelanggaran begitupula dengan mereka yang 
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tidak mengacuhkan hukum ataupun yang terang-terangan melawan 
hukum.  
1.5 Faktor kebudayaan  
 Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem , maka 
hukum mencakup, struktur,substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. 
Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem 
tersebut. Termasuk cakupan tatanan lembaga-lembaga hukum formal, 
hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya. Susbstansi ini mencakup isi norma-norma hukum 
beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang 
erlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan 
(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-niai yang merupakan konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.  
 Khususnya di indonesia memiliki hukum adat, dimana hukum adat 
sangat berkembang di masyarakat. Tiap daerah memiliki hukum 
adatnya masing-masing. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan 
yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, berlaku pula 
hukum tertulis yang timbul dari golongan-golongan tertentu dalam 
masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. 
22 
 
Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-
undangan dapat berlaku secara efektif.  
B. Impor  
1. Pengertian Impor  
 Menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan impor adalah 
kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah 
pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta 
tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen 
yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. 7 
 Pengertian lainnya, impor dalah proses transportasi barang atau 
komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya 
dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan 
memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam Negeri. 
Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan 
dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah 
bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah 
ekspor.8  
 Pembeli barang dan jasa disebut sebuah "importir" yang berbasis di 
negara impor sedangkan penjual berbasis luar negeri disebut sebagai 
                                                        
7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan 
8 Wikipedia, “Impor”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Impor, pada tanggal 
22 september 2016 pukul 19:40 
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"eksportir". Dengan demikian, impor merupakan setiap yang legal 
(misalnya komoditas) atau layanan yang dibawa dari satu negara ke 
negara lain dengan cara yang sah, biasanya untuk digunakan dalam 
perdagangan . Impor yang legal dibawa dari negara lain untuk dijual. 
Impor barang atau jasa yang disediakan untuk konsumen dalam negeri 
oleh perusahaan asing produsen. Impor di negara penerima adalah 
ekspor ke negara pengirim. 
 Manfaat dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dalam negeri, pendapat negara akan bertambah karena 
adanya devisa, serta mendorong berkembangnya kegiatan industri. 
Alasan mengapa kegiatan impor terlaksana disuatu negara yaitu 
pertama, karena produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau 
jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri. Kedua, produksi dalam 
negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam 
negeri sehingga masih dibutuhkan impor dari luar.  
 Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan 
bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi 
merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari,seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan 
daging. bahan baku dan bahan penolong merupakan barang- barang 
yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku 
maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-
obatan dan kendaraan bermotor.  
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 Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha 
seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat 
berat. produk  impor indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, 
beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. produk impor indonesia 
yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. 
 Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara 
lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa 
barng industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan 
kimia, kendaraan. dalam bidang jasa indonesia mendatangkan tenaga 
ahli dari luar negeri. 
2. Kegiatan Impor di Indonesia  
 Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk 
sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara 
biasanya akan menerapkan atau mangeluarkan suatu kebijakan 
perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara 
langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, 
komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi 
pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan 
devisa negara. 
 Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat 
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif 
(tariff barrier) dan kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff barrier). 
a. Hambatan Tarif (Tariff Barrier) 
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 Hambatan tarif (tariff barrier) adalah suatu kebijakan 
proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari 
ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari 
luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa 
penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang 
dagangan yang melintasi daerah pabean (custom area). 
Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara 
dikenakan bea masuk.  Efek kebijakan ini terlihat langsung pada 
kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang 
besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi 
permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong 
konsumen menggunakan produk domestik.  
 Penentuan tarif ada 2 macam yaitu, pertama bea ekspor 
merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang 
diangkut menuju negara lain (diluar costum area). Kedua, bea 
transito merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-
barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan 
akhir barang tersebut di negara lain. Ketiga, bea impor merupakan 
pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk 
dalam suatu negara  
b. Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Barrier) 
 Menurut Dr. Hamdy Hady, Hambatan non-tarif (non-tarif 
barrier) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk 
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yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi 
manfaat perdagangan internasional. 
 A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-
tarif (non-tariff barrier) yaitu pembatasan spesifik baik larangan impor 
secara mutlak dan pembatasan impor. Kuota dalam pembatasan 
secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota impor) 
dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk 
melindungi kepentingan industri dan konsumen. 
3. Ketentuan Kegiatan Impor Barang di Indonesia 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor 
dan impor telah di atur di dalam undang-undang tersebut. Terkhusus 
pada impor di Indonesia tidak semua jenis barang dapat di impor 
masuk ke Indonesia. Barang yang akan di impor pertama akan 
dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap 
barang tersebut.  
 Di dalam UU Tentang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 pada bab 
II (Impor dan Ekspor) bahwa barang impor harus dibawa ke kantor 
pabean untuk ditetapkan dan kedatangannya. Di paragraf 2  pada bab 
II impor dibagi menjadi 2 macam yaitu impor untuk dipakai dan impor 
sementara. Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang kedalam 
daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang 
ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yg 
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berdomisili di Indonesia. Sedangkan impor sementara adalah barang 
dikeluarkan sebagai barang impor yang sementara jika pada waktu 
impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali. Selama 
barang impor sementara sampai saat di eskpor maka barang tersebut 
tetap dalam pengawasan pabean.  
 Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis 
barang yang diimpor sebagai berikut : 
1. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat 
langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 
masyarakat dan pemerintah, seperti beras, barang-barang 
kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah 
tangga. 
2. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses 
produksi barang seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, 
pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan 
plastic, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, bahan 
bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya. 
3. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk 
menghasilkan suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin 
produksi, generator listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal 
benang, mesil diesel, traktor, peralatan listrik, alat 
pengangkutan, dan lainnya. 
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 Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan 
bahan penolong serta bahan modal. Barang konsumsi merupakan 
barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ,seperti 
makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku 
dan bahan penolong merupakan barang- barang yang diperlukan untuk 
kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, 
seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan 
bermotor. 
 Barang modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha 
seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat 
berat. Produk  impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, 
beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor 
Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. 
 Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara 
lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa 
barng industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan 
kimia, kendaraan. dalam bidang jasa indonesia mendatangkan tenaga 
ahli dari luar negeri. 
C. Pakaian Bekas “cakar”  
 Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, 
sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring 
perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus 
berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional 
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untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade, 
muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai 
macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah 
untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang 
baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga 
murah. 
 Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara 
di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun 
demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi 
negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian 
bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju. Impor pakaian bekas 
dapat menganggu kinerja industri tekstil sehingga menurunkan 
penjualan. Penurunan penjualan tersebut disebabkan karena lebih 
murahnya pakaian bekas daripada pakaian jadi yang diproduksi di 
dalam negeri, sehingga produk di dalam negeri menjadi kurang berdaya 
saing.  
 Tidak banyak negara yang memiliki kebijakan untuk melarang 
perdagangan pakaian bekas. Selain itu, produk pakaian bekas memiliki 
Kode HS tersendiri dalam pengklasifikasian barang menurut World 
Customs Organization (WCO) yakni HS 6309 (Worn clothing and 
articles) dan 6310 (Rags, scrap twine, crodage, rope). Hal tersebut 
merupakan salah satu faktor masih banyaknya peredaran pakaian 
bekas dalam perdagangan internasional. 
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D. Tindak Pidana Penyelundupan  
1. Pengertian Penyelundupan  
  Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan 
menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau 
secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan 
pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau 
karena menyelundupkan barang-barang terlarang.9 
 Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 
ayat (2) yang berbunyi:  
“tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan 
dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri 
(ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke 
Indonesia (impor).” 
 
 Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionay kata 
smuggle diartikan : 
“To import or export secretly contrary to the law and especially without 
paying duties or export something in violation of the customs law.”  
(mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai 
dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas 
suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan 
pabean.) 
 Dalam Pasal 7 Ordonansi Bea tersebut berbunyi:  
“Pegawai-Pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan 
pelanggaran, hak diluar maupun ditempat kedudukannya, memeriksa 
segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat diatasnya 
                                                        
9 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Balai Pustaka, 1989.  
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atau didalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk 
mana memerintahkan kapal-kapal berlabuh disungai-sungai dan 
ditasik-tasik, memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan 
atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa 
yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah 
penyelundupan” 
 
 Menurut Andi Hamzah bahwa pengertian penyelundupan 
sebenarnya bukan istilah yuridis, Ia merupakan pengertian gejala 
sehari-hari, dimana seorang secara diam-diam atau sembunyi-
sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari 
dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari 
bea-cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh 
pemerintah seperti senjata, amunisi dan sejenisnya, narkotika (faktor 
keamanan).10  
 Pengertian penyelundupan juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 adalah sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 102, yang berbunyi:  
“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba 
mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan 
Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan 
pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”  
 
 Walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ini telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, tetapi ketentuan pada 
Pasal 102 dalam undang-undang lama tidak mengalami perubahan 
baik dari bab maupun judulnya. Oleh karena itu Pasal 102 ini masih 
valid. Ketentuan Pasal 102 yang mengatur tentang sanksi pidana 
                                                        
10 A. Hamzah, 1988, Delik Penyelundupan, Melton Putra, Jakarta, hlm. 1.  
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terhadap penyelundupan, yang lebih dipertegas dan diperberat. 
Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 
masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana 
penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102.  
Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang kepabeanan disebutkan dalam Pasal 102. 
“Setiap orang yang : 
a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); 
b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat 
lain tanpa izin kepala kantor pabean; 
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam 
pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A 
ayat (3); 
d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam 
pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang 
ditentukan dan/atau di izinkan 
e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; 
f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban 
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan 
berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa 
persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak 
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; 
g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara 
atau tempat penimbuanan berikat yang tidak sampai ke kantor 
pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut 
di luar kemampuannya; atau 
h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang 
impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana 
karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 
 Pada Pasal 102 memang tidak mengalami perubahan baik 
judul maupun babnya namun ada penambahan Pasal dalam 
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pasal tersebut yang tadinya hanya terdiri atas 1 (1) Pasal, diubah 
dan ditambah menjadi 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 102, 102 A, 
102 B, 102 C, dan 102 D., yang mencerminkan kesungguhan 
pembentuk Undang-Undang dalam upaya memberantas 
penyelundupan). 
2. Bentuk dan Jenis Penyelundupan  
 Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu 
penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan 
impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar 
negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak melalui prosedur 
yang ditentukan untuk pemasukan barang ke dalam negeri. 
Penyelundupan ekspor, adalah pengeluaran barang dari wilayah 
Republik Indonesia ke luar negeri tidak melalui prosedur dan ketentuan 
yang berlaku.11  
 Selain kedua penyelundupan tersebut adapula jenis penyelundupan 
lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal. 
Penyelundupan legal adalah kegiatan menyelundupkan barang dari luar 
negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui prosedur yang 
ditentukan dan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak 
sesuai dengan arang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. 
Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan 
                                                        
11 Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 1987, Kejahatan-
Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Cetakan I, Bina Aksara, 
Jakarta, hlm. 64.  
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harga barang. Sedangkan, penyelundupan ilegal yaitu memasukkan 
barang ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa kelengkapan 
dokumen. Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal sering juga 
disebut dengan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik. 
Keduanya tidak disebut oleh Undang- Undang. Istilah ini digunakan 
sebagai bahasa sehari-hari. 
 Penyelundupan administrasi adalah pemasukan barang dari luar 
negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia 
ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi 
dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang 
yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu 
umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.12 
 Sedangkan dalam Ordonansi Bea, penyelundupan administatif 
ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-
barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, 
pengiriman kedalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran 
atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang 
yang dikemas dengan barang-barang yang dikemas dengan barang-
barang lain (Pasal 25 IIc Ordonansi Bea).  
 Sedangkan penyelundupan fisik diartikan sebagai tindakan 
pemasukan atau penyelundupan barang tanpa di lindungi dokumen.  
                                                        
12 Ibid., hlm. 64. 
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 Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan Administratif 
dan penyelundupan penyelundupan fisik, yaitu: 13 
a. Penyelundupan Administratif: 
1) Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah 
pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang 
mengangkutnya, memasukkan barang- barang tersebut ke 
pelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang 
ditentukan. 
2) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai 
manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan. 
3) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat 
dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok 
denngan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan 
Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, 
terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya 
(kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor) 
4) Bahwa dalam hal kesalahan masih pada tahap AA 
(pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan 
lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah 
pembongkaran, masih diperlukan pengajuan PPUD dari 
importirnya pada saat mana akan diperhitungkan bea-beanya 
dan sebagainya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan 
                                                        
13 Baharuddin Lopa, 1990,Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana 
Penyelundupan, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.  
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dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau diantara barang-
barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai 
kulaitas atau kuantitas atau harganya dapat lolos di 
perdagangan bebas. 
b. Penyelundupan Fisik: 
a. Pemasukan/pengeluaran barang-barang tidak memakai 
dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai 
dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang 
berwenang dipelabuhan yang dituju. 
b. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan 
resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat 
atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya 
(dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut). 
c. Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen 
yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga 
barang-barang itu dapat terselesaikan dengan tidak membayar 
sepenuhnya bea masuk. 
d. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan 
barang-barang tanpa dilindungi dokumen. 
E. Ketentuan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan 
Larangan Kegiatan Impor Pakaian Bekas 
 Kegiatan Impor dan Ekspor tidak terlepas dengan peraturan 
perundang-undangan. Sejak dahulu kegiatan ekspor dan impor telah 
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diatur dalam Perundang-undangan hingga saat ini ada yang masih 
berlaku adapula yang sudah tidak berlaku atau telah mengalami 
perubahan.  
 Dalam rangka mewujudkan peraturan perudang-undangan yang 
berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang 
didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap 
anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai 
kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota 
masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, 
maka muncullah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan.  
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini 
mulai diberlakukan sejak 10 maret 1997. Di dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 ini menjelaskan mengenai segala aspek 
mengenai pengawasan atau lalu lintas barang baik yang masuk 
maupun yang keluar di wilayah Republik Indonesia. Selain itu undang-
undang ini juga menjelaskan prosedur dan tata cara bagaimana 
kegiatan impor dan ekspor. Di dalam undang-undang ini juga 
menyebutkan bagaimana sanksi atau denda terhadap mereka yang 
melakukan tindak pidana di dalam kegiatan ekspor-impor.  
 Namun karena seiringnya waktu, muncul tuntutan-tuntutan dari 
masyarakat untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Perubahan dilakukan 
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dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak mengubah 
secara utuh isi dari undang-undang sebelumnya, namun ada beberapa 
Pasal yang dihapus serta ditambahkan isi materi dari undang-undang 
tersebut. Latar belakang dari perubahan undang-undang tersebut yaitu: 
pertama, memberikan fasilitasi dan perlindungan perdagangan dan 
industri. Kedua, mempertegas ketentuan mengenai pidana untuk 
menangkal penyelundupan. Ketiga, memperberat sanksi terhadap 
pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jera.  
 Selain munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, muncul 
pula turunan dari perundang-undangan ini yaitu keputusan menteri 
perindustrian dan perdangangan Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 tentang 
barang yang diatur tata niaga impornya. Peraturan ini muncul sebagai 
penjelasan mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. 
Keputusan mentri ini untuk memberi batasan terhadap barang-barang 
impor yang dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia. Hal ini 
dilakukan agar tidak terjadinya kerugian terhadap industri-industri 
perdagangan di Indonesia 
  Adanya perubahan terhadap putusan menteri tersebut sehingga 
dikeluarkan putusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 
642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 
39 
 
Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya. Perubahan ini 
dilakukan dalam rangka perubahan lampiran I. Perubahan itu mengenai 
ketentuan Gombal baru dan Bekas, ketentuan mengenai gombal baru 
dan Bekas awalnya berstatus IU Limbah (importir yang berstatus umum 
dan diakui direktorat jenderal perdagangan internasional dan disetujui 
untuk mengimpor limbah Non-B3) namun karena keluarnya putusan 
tersebut sehingga status dari gombal baru dan bekas tersebut dilarang.  
 Berkembangnya zaman sehingga pembatasan terhadap barang 
impor sangat mempertegas ketentuan-ketentuan yang ada 
sebelumnya. Khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas juga 
semakin dipertegas larangannya. Di keluarkannya keputusan menteri 
pada Tahun 2015 mengenai larangan impor pakaian bekas dalam 
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menguatkan pembatasan 
kegiatan impor di Indonesia. Hal ini dilakukan karena banyaknya 
kegiatan penyelundupan terhadap pakaian tersebut, selain itu masalah 
kesehatan perlu diperhitungkan. Tidak dipungkiri munculnya bakteri-
bakteri yang ada di pakaian bekas tersebut menjadi alasan mengapa 
pakaian bekas dilarang di impor. Dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 Tentang perdagangan dalam Pasal 47 ayat 1 
menyebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. 
Kekurangan dari keputusan menteri ini yaitu tidak menyatakan secara 
tegas larangan dan sanksi pidana hanya menyebutkan bahwa pakaian 
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bekas tersebut wajib dimusnahkan sehingga hal ini tidak menegakan 
hukum yang berlaku terhadap larangan impor pakaian bekas.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “cakar”  
Studi Kasus Parepare”. Maka penulis memilih penelitian pada instansi :  
1.  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Parepare. 
Penelitian ini dilakukan di instansi tersebut dengan pertimbangan 
bahwa kegiatan impor mendapatkan pengawasan dari instansi bea 
dan cukai di Parepare. 
2.  Polres Parepare. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum 
Polrestabes Parepare dengan pertimbangan bahwa meningkatnya 
perdagangan barang impor di Parepare. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu :  
1. Data Primer  
 Data primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung di 
lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak 
yang berkompeten dalam hal ini pejabat bea dan cukai serta 
pejabat kepolisian setempat dan juga penulis akan meneliti 
bagaimana pendapat masyarakat terhadap aturan larangan impor 
pakaian bekas (cakar) di Kota Parepare. 
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2. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, 
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media 
cetak dan yang berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan dari 
penelitian.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara 
sebagai berikut :  
1) Penelitian Lapangan (Field Research) 
a. Observasi  
  Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan 
untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data 
yang di butuhkan baik data primer maupun sekunder.  
b. Wawancara  
 wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk 
tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada 
responden, dalam hal ini adal Pegawai Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, selain itu 
wawancara akan dilakukan dengan Pejabat Kepolisian 
Polrestabes Parepare dan beberapa masyarakat di Kota 
Parepare. 
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C. Kuesioner  
 Kuesioner yaitu pengumpulan data dalam daftar 
pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan 
maksud agar orang yang diberikan tersebut bersedia 
memberikan respon sesuai dengan masalah yang dibahas. 
Kuesioner diberikan kepada masyarakat-masyarakat baik 
Parepare maupun sekitarnya untuk melihat bagaimana 
respon konsumen terhadap penegakan hukum terhadap 
larangan impor pakaian bekas.  
2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
  Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang 
berhubungan dengan yang diteliti, berupa buku-buku, karya-
karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
internet, media cetak yang berkaitan dengan penelitian.  
D. Analisis Data  
 Data dari hasil penelitian penulis dianalisi dengan menggunakan 
teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang 
digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan 
dengan fakta lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan 
dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan 
pendekatan normative yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data 
yang diperoleh dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Secara geografis Kota Parepare berada pada posisi antara 
03O57’39” – 04O04’49” Lintang Selatan dan 119O36’24” – 119O34’40” 
Bujur Timur dan secara adminitrasi wilayah Kota Parepare memiliki 
batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar  
 Wilayah administrasi Kota Parepare hingga tahun 2008 terdiri atas 
4 kecamatan dan 22 kelurahan. Luas wilayah dari masing-masing 
kecamatan Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan 
terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 66,70 Km2, 
atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan 
kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 
Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 Km2 atau sekitar 8,38 % 
dari luas Kota Parepare.14 
 Kota Parepare merupakan kota yang berada di wilayah Sulawesi 
Selatan. Kota Parepare merupakan kota kedua terbesar setelah kota 
Makassar di Sulawesi Selatan. Parepare merupakan daerah yang sangat 
                                                        
14 http://www.pareparekota.go.id/kominfo/profil-kota/geografis 
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strategis baik untuk kegiatan masyarakat maupun pelayanan 
pemerintahnya. Parepare dipusat perdagangannya seringkali sepanjang 
jalanan kota kita dapat melihat deretan ruko-ruko. Parepare adalah daerah 
perdagangan yang sangat ramai, karena letaknya merupakan letak yang 
strategis untuk masyarakat Parepare maupun masyarakat yang tinggal 
didekat kota Parepare seperti Pinrang dan Sidrap.  
 Kota Parepare sangat identik dengan kegiatan masyarakatnya 
dalam berdagang. Setiap harinya Parepare selalu sibuk dengan pedagang 
yang menjual dagangannya. Bukan saja di daerah pasar sentral Lakessi, 
tetapi disekitar-sekitar kota banyaknya berdiri ruko-ruko yang digunakan 
untuk membuka usaha. Adapun ciri khas dari Parepare adalah penjualan 
barang impor. Parepare merupakan kota yang sangat terkenal dengan 
penjualan barang-barang impor dari luar negeri seperti makanan-makanan 
impor, pakaian branded dan sepatu-sepatu serta pakaian bekas atau 
“cakar” juga sangat mudah ditemukan di kota Parepare. Barang tersebut 
didatangkan dari luar negeri karena melihat kondisi dari kota Parepare 
yang berbatasan dengan Selat Makassar sehingga hal tersebut menjadi 
alasan mengapa barang dari luar Indonesia banyak masuk melalui 
pelabuhan Nusantara Parepare.  
 Kondisi geografis dari Parepare menjadikan Parepare sering 
terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Walaupun letak Parepare jauh dari 
Kota Makassar tetapi Parepare merupakan kota yang sangat berkembang 
di Sulawesi Selatan. Banyaknya kegiatan impor maupun ekspor yang 
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terjadi di Kota Parepare sehingga hal ini memuncul rawannya tindakan 
kecurangan oleh oknum-oknum tertentu. Bukan saja kegiatan ekspor-
impor menjadi rawan akan kejahatan tetapi banyaknya kegiatan di 
pelabuhan Parepare seperti keluar masuknya penumpang kapal dari 
Negara-Negara tetangga menjadi potensi terjadi kejahatan. Hal yang 
paling sering terjadi apabila penumpang kapal yang membawa barang 
yang berlebih untuk dibawah ke negaranya untuk dijual. Maka, dari hal 
tersebut muncullah kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan barang 
baik penyelundupan dibidang ekspor maupun dibidang impor.  
B. Proses Masuknya Pakaian Bekas “Cakar”  di Kota Parepare 
 Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. 
Kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan 
populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh 
berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. 
Beberapa dekade, muncul isu perdagangan pakaian bekas yang didasari 
oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat 
berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa 
seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan 
harga murah. 
 Peredaran pakaian bekas bukan hanya diperoleh didalam negeri 
saja, tetapi peredaran pakaian bekas telah menghubungkan dari Negara 
satu dengan Negara lainnya. Untuk beberapa Negara ada yang 
memperbolehkan kegiatan impor pakaian bekas dilakukan namun 
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indonesia dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dagang Nomor 
51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hal ini menjadi 
menutup segala kegiatan yang dulunya diizinkan namun pemerintah telah 
menegaskan bahwa kegiatan impor tersebut dilarang. Namun, yang 
menjadi masalah bahwa masyarakat Indonesia telah terbiasa dan telah 
menganggap hal tersebut bukan merupakan hal yang illegal.  
 Impor illegal adalah impor yang masuk ke dalam wilayah Negara 
Indonesia dengan cara yang tidak resmi. Cara tidak resmi yaitu tidak 
mengikuti proses yang sudah ditentukan oleh kepabeanan sebagaimana 
mestinya. Impor illegal terjadi karena untuk menghindari pajak bea masuk 
agar barang tersebut tidak dikenakan pajak atau barang yang tata niaga 
impornya dilarang oleh pemerintah. Impor illegal inilah yang sering terjadi 
di pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia karena lemahnya pengawasan 
tersebut.  
 Pemerintah telah menentukan lima pelabuhan yang menjadi pintu 
masuk impor produk tertentu (elektornik, pakaian jadi, makanan dan 
minuman, alas kaki dan mainan anak-anak). Lima pelabuhan tersebut 
yakni Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di 
Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, 
serta Bandara Internasional.  
 Pakaian bekas atau “cakar” yang beredar di Parepare bukan hanya 
kumpulan barang yang di selundupkan dari pelabuhan Parepare saja, 
tetapi adapula “cakar” yang didatangkan dari Makassar, Bone, Palu dan 
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Kendari. Hal ini dilakukan karena pengawasan Bea dan Cukai meningkat 
dari tahun-tahun sebelumnya sehingga barang yang diselundupkan dari 
Parepare menjadi sulit untuk masuk.  
 Perdagangan antar pulau merupakan metode yang sering 
digunakan oleh penadah-penadah untuk mengelabui aparat. Hal ini 
dilakukan agar barang bisa tetap beredar di seluruh wilayah di Indonesia 
tanpa mendapat pengawasan oleh Bea dan Cukai. Pakaian bekas atau 
“cakar” yang dikirim melalui antar pulau wilayah NKRI tidak menjadi 
tanggung jawab Bea dan Cukai. Menurut pihak Bea dan Cukai Parepare 
pada awalnya barang yang dikirim melalui antar pulau di wilayah NKRI 
tetap menjadi tanggung jawab Bea dan Cukai untuk mengawasi dan 
melakukan pemeriksaan. Tetapi saat ini peraturan mulai berubah, Bea 
dan Cukai tidak memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan 
pengawasan tersebut baik melalui pengiriman udara, darat dan laut.  
 Pusat penjualan “cakar” atau pakaian bekas di Parepare terdapat di 
3 titik pasar yaitu Pasar Senggol, Pasar Sumpa, dan Pasar Sentral 
Lakessi. Ketiga pasar ini menjadi pusat diperdagangkannya “cakar” di 
Parepare. Tidak sedikit jumlah penjual yang ada di pasar-pasar tersebut. 
Contohnya, di Pasar Senggol menurut salah satu penjual “cakar” di pasar 
tersebut jumlah kios sekitar 100 kios dan rata-rata penjual telah membuka 
usahanya sudah belasan tahun lalu dan telah memiliki izin usaha karena 
tempat yang ia gunakan adalah fasilitas dari pemerintah untuk berdagang. 
Pakaian bekas atau “cakar” tersebut diperoleh di gudang-gudang milik 
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penadah yang dijual kepada penjual “cakar” sekitar Rp. 800.000 – 
Rp.5.000.000 Perkarungnya tergantung jenis barangnya.  
 Di Indonesia Pakaian bekas atau “cakar” masuk melalui pelabuhan-
pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut 
dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki 
tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian-pakaian bekas yang di impor 
bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari Negara-Negara maju 
lainnya. Di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak di pakai 
pemiliknya biasanya di hibahkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada 
orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk di jual 
atau di selundupkan di Negara-Negara berkembang seperti indonesia. 
 Bea dan Cukai Parepare menyatakan bahwa pada awalnya 
pakaian bekas atau “cakar” dapat masuk melalui Pelabuhan Parepare 
tetapi pada tahun 2005 mulai dilakukan larangan terhadap pakaian bekas 
untuk masuk ke wilayah Parepare. Karena larangan tersebut sehingga 
para penadah mulai mengubah sistem yaitu menggunakan jalur 
perdagangan antar pulau. Biasanya pakaian bekas atau “cakar” yang 
masuk dari Parepare adalah pakaian bekas atau “cakar” yang masuk dari 
Pelabuhan Nunukan Kalimantan Utara atau Pelabuhan Soekarno-Hatta 
Makassar lalu di kirim lagi ke Kota Parepare untuk dipasarkan oleh 
pedagang-pedagang.  
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Negara Asal Impor Pakaian Bekas (Cakar) ke Kota Parepare 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Olahan Social Research Terhadap Impor Pakaian Bekas 
“Cakar” di Kota Parepare Tahun 2011-2015. 
 
 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Korea Selatan menduduki 
urutan pertama sebagai importer pakaian bekas atau “cakar” . Hampir di 
semua pasar yang memperdagangkan “cakar” yang ada di Parepare 
menyebutkan bahwa barang yang paling sering diselundupkan adalah 
barang dari Korea Selatan 
C. Penegakan Hukum Terhadap Pakaian Bekas “Cakar”  di Kota 
Parepare  
 Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil 
oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa 
keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan 
beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk 
undang-undang, sampai pada para penegak hukum dan masyarakatnya. 
Penegakan hukum mengalami kendala apabila tidak terjadinya keserasian 
antara norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang 
harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, 
melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. 
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 Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan 
perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai akan melakukan 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah 
pabean. Masalah Kepabeanan menjadi tanggung jawab besar untuk 
instansi Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai. Pengawasan yang 
dilakukan dalam kegiatan impor mulai dari pemeriksaan terhadap 
administrasi hingga pemeriksaan fisik barang yang di impor masuk ke 
Indonesia.  
 Penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” mulai 
dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Kasus penyelundupan “cakar” yang 
di temukan oleh Bea dan Cukai Parepare yaitu pada Tahun 2012. Setelah 
tahun tersebut pihak Bea dan Cukai Parepare belum pernah mendapatkan 
kapal-kapal yang melakukan penyelundupan tersebut. Bea dan Cukai 
Parepare bukan hanya menangani di daerah Parepare saja tetapi Bea dan 
Cukai menangani 12 Kabupaten disekitar Kota Parepare.  
 Menurut pihak Bea dan Cukai Parepare bahwa pihaknya hanya 
dapat melakukan penangkapan atau penindakan terhadap oknum yang di 
temukan pada saat di laut atau pada saat patroli laut dan kepada oknum 
yang memiliki pergudangan. Sistem yang digunakan berbeda dengan 
penindakan terhadap rokok illegal atau rokok tanpa pita cukai, pakaian 
bekas atau “cakar” apabila pihak Bea dan Cukai mengetahui pergudangan 
penadah tersebut maka pihak Bea dan Cukai dapat melakukan 
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pemeriksaan terhadap gudang tersebut. Namun hingga saat ini aparat 
belum dapat menemukan pergudangan pakaian bekas atau “cakar” di 
daerah Parepare.  
 Pelabuhan Parepare merupakan pelabuhan sering digunakan 
sebagai pelabuhan transit ini menjadi kesempatan untuk beberapa oknum 
tersebut untuk memudahkan penjualan pakaian bekas atau “cakar” ke 
penjual “cakar” di daerah tersebut. Kendala yang sering ditemukan di 
dalam pengawasan yaitu terjadi pada saat patroli. Pihak Bea dan Cukai 
Parepare hanya mampu melakukan patroli di sekitar laut daerah Parepare 
dan Barru karna keterbatasan kapal. Pihak Bea dan Cukai Parepare 
hanya menggunakan speedboat untuk melakukan patroli di sekitar pantai 
untuk mencapai jarak jauh sulit karena medan laut yang cukup sulit untuk 
dilalui sehingga hal ini menjadi kendala besar untuk melakukan patroli 
laut. Selain itu, pihak Bea dan Cukai sulit memberantas peredaran 
pakaian bekas atau “cakar” karena peraturan yang belum berjalan 
sebagaimana mestinya. Seperti kebijakan pemerintah untuk 
mengeluarkan izin usaha terhadap pengusaha-pengusaha pakaian bekas 
atau “cakar” dan pihak Bea dan Cukai tidak memiliki wewenang hingga 
ketahap tersebut.  
 Di Parepare tidak sedikit orang yang menjual pakaian bekas atau 
cakar. Jumlah penjual yang kian bertambah membuat sulitnya melakukan 
penertiban dan pengawasan secara langsung. Izin usaha yang dapat 
dikeluarkan pemerintah juga menjadi kendala untuk mengurangi 
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peredaran pakaian bekas atau cakar, apabila para penjual mempunyai izin 
usaha maka pihak berwenang tidak dapat melakukan penertiban terhadap 
hal tersebut. Hampir 70% penjual “cakar” di Parepare memiliki izin usaha 
tersebut. 
 Tidak hanya sampai dengan izin usaha yang sulit untuk dilakukan 
penertiban terhadap penjual-penjual pakaian bekas tetapi para penadah-
penadah tersebut tidak pernah jera untuk melakukan penyelundupan. 
Apabila pengawasan di Pelabuhan Nusantara Parepare meningkat, maka 
ia akan mencari jalur lain lagi seperti melalui Bone, Palu, Kendari dan 
dikirim lewat darat ke Kota Parepare. Permainan para penadah bukan 
hanya mengelabui petugas di Pelabuhan tetapi dengan mencari celah di 
pelabuhan-pelabuhan terdekat yang memiliki pengawasan yang lemah 
atau di daerah tersebut tidak ada pengawasan secara langsung oleh Bea 
dan Cukai.  
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Parepare sering melakukan 
patroli-patroli di sekitar wilayah Parepare dan Barru guna menanggulangi 
oknum-oknum yang melakukan impor illegal. Patroli sangat membantu 
memberantas impor illegal di Parepare. Bea dan Cukai Parepare juga 
menyebutkan bukan hanya “cakar” yang sering diselundupkan tetapi 
Narkoba bahkan pengiriman TKI illegal sering ditemukan dalam patroli 
perairan tersebut. Banyaknya peluang besar melakukan transaksi atau 
pengiriman di sekitar perairan Parepare sehingga Bea dan Cukai harus 
turun langsung dalam melakukan pengawasan melalui patroli laut.  
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 Adapun penegak hukum seperti pihak kepolisian juga memiliki 
peran penting dalam melakukan penegakan hukum, bukan hanya menjadi 
panutan masyarakat tetapi kepolisian harus mengayomi masyarakatnya. 
Kepolisian juga turut andil dalam memberantas penyelundupan pakaian 
bekas atau cakar. Namun, menurut Kasat Reskrim Polres Kota Parepare 
kasus pakaian bekas atau “cakar” selama 6 tahun terakhir ini sudah tidak 
pernah terjadi di wilayah Parepare. Kasus penyelundupan pakaian bekas 
atau “cakar” hanya terjadi pada tahun 2004. Setelah hal tersebut terjadi 
tidak pernah ada lagi kasus yang masuk ke kepolisian hingga saat ini. 
Sanksi yang diterimapun oleh pelaku tersebut hanya sanksi administrasi. 
Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa yang memiliki tanggung jawab 
penuh adalah Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai, seperti yang 
dinyatakan oleh Kasat Reskrim Polres Parepare :  
“Kepolisian tidak dapat turun secara langsung untuk melakukan 
pengawasan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Bea 
dan Cukai, tetapi apabila dalam penyidikan Bea dan Cukai membutuhkan 
keterlibatan kepolisian seperti dalam hal penangkapan atau penertiban 
maka kami dapat membantu”  
 
 Kasat Reskrim Polres Parepare menyebutkan pihaknya tidak 
memiliki kewenangan untuk turut langsung dalam pengawasan karena 
tanggung jawab dibebankan kepada Dirjen Bea dan Cukai yang memiliki 
tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor. 
Kepolisian juga tidak dapat melakukan penertiban kepada penjual-penjual 
pakaian bekas atau “cakar” di Kota Parepare, karena selama para penjual 
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tersebut mempunyai izin usaha maka pihak kepolisian tidak dapat 
melakukan penertiban terhadap pakaian bekas atau cakar.  
 Baik Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai maupun Kasat 
Reskrim Polres Kota Parepare mengatakan bahwa peredaran pakaian 
bekas di Parepare pada tahun 2010-2016 kini bukan merupakan 
penyelundupan tetapi perdagangan antar pulau. Meningkatnya 
pengawasan di pelabuhan dan patroli perairan di Kota Parepare sehingga 
kebanyakan pakaian bekas atau “cakar” di datangkan dari pelabuhan-
pelabuhan terdekat seperti pelabuhan yang ada di Bone atau Pinrang, hal 
ini dilakukan untuk mengurangi potensi terungkapnya oknum-oknum 
penadah dan importir tersebut. 
 Pemeriksaan pengangkutan barang antar pulau dimungkinkan 
dilakukan pengawasan oleh Dirjen Bea dan cukai, dalam hal kegiatan 
tersebut terkait dengan kegiatan impor atau ekspor yang belum memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan atau belum 
menyelesaikan formalitas kepabeanannya, atau kegiatan impor/ekspor 
ilegal. Namun, di dalam Undang-undang Kepabeanan pengangkutan 
barang antar pulau yang diatur di dalam Pasal 4A. Dalam ayat (1) 
ditetapkan bahwa terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan 
pengangkutannya dalam daerah pabean. Dalam penjelasan Pasal 4A 
disebutkan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu hanya 
dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam 
daerah pabean melalui laut. Sehingga, barang yang diperdagangkan 
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melalui darat tidak menjadi kewenangan dari Dirjen Bea dan Cukai untuk 
melakukan pengawasan terhadap barang tersebut.  
 Kurangnya koordinasi dalam pemberantasan penyelundupan oleh 
para penegak hukum sehingga pemberantasan tindak pidana 
penyelundupan makin meluas. Mereka seakan tutup mata akan hal 
tersebut baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, Pemerintah 
dan Masyarakat saling melempar kesalahan mengenai kurangnya 
penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau cakar. Sehingga, sangat 
sulit untuk menjerat para pelaku dengan hukuman pidana. Selain itu, tidak 
ada bukti yang kuat untuk menjerat para penadah-penadah dan kapal-
kapal yang melakukan tindak pidana penyelundupan dan masih 
kurangnya penerapan hukuman pidana yang memberi jefek era kepada 
pelaku.  
 Kasat Reskrim Polres Kota Parepare mengatakan bahwa aturan 
mengenai pakaian bekas atau “cakar” memang belum disosialisasikan di 
Kota Parepare, bukan hanya masyarakat yang tidak mengetahui 
mengenai pelarangan impor pakaian bekas atau “cakar” tersebut tetapi 
para penegak hukum juga merasa belum dilakukan sosialisasi terhadap 
hal tersebut sehingga para penegak hukum tidak mengambil langkah 
untuk melakukan penertiban atau pengawasan untuk memberantas 
penyelundupan.  
 Keuntungan yang sangat banyak dengan modal yang sedikit 
membuat banyak masyarakat yang ingin mencoba menjual pakaian bekas 
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atau “cakar”. Selain karena keuntungan tersebut, “cakar” juga bahkan 
dicari oleh semua kalangan baik kalangan atas, menengah, maupun 
bawah. Sehingga, peminat “cakar” cukup banyak di Kota Parepare. 
Mereka bukan hanya mencari pakaian tetapi biasanya penjual juga 
menjual sepatu atau topi hingga alat-alat otomotif bekas pun juga diperjual 
belikan di Parepare.   
Jenis Cakar yang Beredar Di Kota Parepare 
Sumber : Data Olahan Social Research Terhadap Impor Pakaian Bekas 
“Cakar” di Kota Parepare Tahun 2011-2015. 
D. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Impor Pakaian Bekas 
“cakar”   
 Dalam penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan yang 
diharapkan oleh pencari keadilan kadang-kadang terbentur dengan 
adanya hambatan menyebabkan tertutupnya "pintu" keadilan. Penegakan 
hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila munculnya 
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keserasian antara norma atau kaidah dan nilai-nilai yang ada di 
masyarakat. Masih adanya kelemahan-kelemahan terhadap pelaksanaan 
serta aturan dalam proses penegakan hukum. Adapun kendala 
penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas “cakar”  yaitu :  
1. Peraturan Perundang-undangan yang masih lemah  
 Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku mum 
dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah secara sah. Undang-
Undang dibuat yang merupakan suatu saran untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi 
melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya 
pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-
undang tersebut tidak menjadi huruf mati maka diperlukan keterbukaan 
terhadap prosesnya kepada masyarakat. 15 
 Dasar hukum dari kegiatan impor terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Segala aturan mengenai kepabeanan 
baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang 
tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang 
dapat diimpor masuk ke Indonesia. Pada awalnya pakaian bekas atau 
bahan tekstile di izinkan masuk ke dalam di indonesia dengan cara yang 
legal. Namun pada tahun 2002 Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
mengeluarkan perubahan lampiran terhadap aturan “Gombal baru dan 
                                                        
15 Soerjono Soekanto, op. cit. hlm. 13. 
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bekas menjadi dilarang”. Setelah aturan menteri perindustrian dan 
perdagangan mulai berlaku maka impor pakaian bekas sebenarnya telah 
dilarang.  
 Pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang ini 
pada Pasal 47 ayat 1 memberi penekanan lebih spesifik mengenai 
kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam 
indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun 
ke tahun untuk memberantas impor illegal tersebut. Bukan hanya sampai 
di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor illegal ini tetap berjalan 
dan pengawasan masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada 
tahun 2015 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian 
bekas. Hal tersebut lebih menekankan mengenai larangan impor pakaian 
bekas. 
 Peraturan menteri perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2015 
tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana 
Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas sedangkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif 
atau bea masuk terhadap pakaian bekas atau “cakar” sehingga kedua 
aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur 
mengenai impor sehingga tidak ada kepastian hukum dan baik kedua 
peraturan tersebut saling tidak bersinergi. Selain kedua peraturan 
pemerintah yang bertentangan adapula Peraturan Menteri dan Peraturan 
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Daerah dalam mengeluarkan izin. Dimana Pemerintah Daerah di Kota 
Parepare tetap mengeluarkan izin terhadap pedagangan atau penjual 
pakaian bekas atau “cakar” sedangkan hal tersebut sebenarnya dilarang 
menurut Peraturan Menteri. Hal ini menyebabkan undang-undang yang 
telah dibuat tidak memberikan kepastian hukum terhadap peraturan atau 
larangan tersebut.  
 Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan memiliki 
banyak pulau-pulau bukan hanya itu banyaknya pelabuhan yang ada di 
indonesia baik besar maupun pelabuhan kecil menjadi kendala terhadap 
penegakan hukum. Namun, kurangnya informasi terhadap semua warga 
Negara Indonesia mengenai larangan ini sehingga peraturan perundang-
undangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.  
 Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai adanya 
larangan perundang-undangan mengenai larangan impor pakaian bekas. 
Sehingga yang terjadi masyarakat dan penegak hukum masih merasa 
sulit untuk mengatasi impor illegal ini. Karena khususnya di daerah 
Parepare merupakan kota yang sangat ciri khas dengan penjualan 
cakarnya, sehingga untuk menerapkan perundang-undangan tersebut 
sangat sulit karena baik masyarakat, pemerintah, maupun penegak 
hukum tidak merasa hal tersebut merupakan kejahatan dan perlu di atur 
dalam perundang-undangan.  
 Peraturan tersebut masih berbentuk peraturan menteri dan suatu 
saat peraturan tersebut dapat tidak berlaku lagi atau di cabut. 
61 
 
Seharusnya, pemerintah jika ingin tegas memberantas impor illegal 
seperti impor pakaian bekas atau “cakar” tersebut yaitu membuat undang-
undang yang lebih spesifik mengenai proses kegiatan impor sehingga 
dasar hukum mengenai kegiatan impor tersebut lebih kuat serta sanksi 
yang diberikan pula lebih spesifik dan memberikan efek jerah kepada 
pelaku atau oknum tertentu.  
 Selain penyebab karena undang-undang yang tidak memberikan 
aturan yang pasti adapun terhadap penjelasan di dalam undang-undang 
tersebut menimbulkan area abu-abu atau “grey area”, artinya dalam 
melaksanakan undang-undang akan timbul berbagai interpretasi, persepsi 
dan pendapat yang berbeda-beda. Contohnya saja di dalam peraturan 
yang mengatur tata niaga impor Perindag Nomor: 642/MPPKep/9/2002 
tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor: 230/MPP/Kep 7/1997 tentang Barang yang Diatur 
Tata Niaga Impornya. Di dalam peraturan menteri menyatakan perubahan 
terhadap aturan impor gombal baru dan gombal bekas. Pada awalnya 
gombal baru dan bekas di izinkan untuk di impor oleh IU Limbah tetapi 
dalam aturan baru tersebut gombal baru dan bekas dilarang. Kemudian 
muncul pertanyaan apabila masyarakat awam membaca aturan tersebut 
yaitu tidak adanya penjelasan apa saja yang termasuk gombal baru dan 
bekas. Sehingga muncullah persepsi masyarakat yang bermacam-
macam. 
62 
 
 Ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga apabila di dalam 
kepabeanan masih ada aturan yang menimbulkan “grey area” maka hal 
tersebut menjadi cela untuk dijadikan suatu “loop hole” yang dapat 
digunakan sebagai peluang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan 
di bidang kepabenan.  
2. Penegak Hukum  
 Penegak hukum memiliki arti yang sangat luas karena mencakup 
mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung 
dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan cerminan dari 
masyarakat dalam menjalankan aturan atau kaidah yang berlaku. Apabila 
penegak hukum memberi contoh yang baik kepada masyarakat maka 
masyarakat juga akan mematuhi aturan tersebut.  
 Kendala penegak hukum menurut yang dikemukakan pihak Bea 
dan Cukai yaitu terhadap sumber daya manusia. Pihak Bea dan Cukai 
Parepare yang hanya berjumlah 40 orang itu masih belum mampu untuk 
melakukan pengawasan terhadap 12 Kabupaten disekitar Parepare 
sehingga dalam pengawasan dan penindakan masih sulit untuk dilakukan. 
Pihak Bea dan Cukai menyatakan bahwa jadwal untuk menangani 12 
Kabupaten pihaknya harus melakukan operasi-operasi yaitu minimal dua 
bulan dan hanya melakukan satu kali pengecekkan pelabuhan atau 
operasi pasar di Kabupaten tersebut. Dengan jumlah pegawai yang 
sangat sedikit sehingga ini menjadi kendala besar pihak Bea dan Cukai 
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Parepare karena harus membagi pengawasan dan bukan hanya 
mengawasi wilayah Parepare saja.  
 Selain itu, Kendala yang sering di hadapi dalam menegakkan 
larangan impor pakaian bekas yaitu pertama, adanya penegak hukum 
yang melakukan transaksional dalam penegakan hukum, maksudnya 
adalah biasanya ada oknum dari penegak hukum itu sendiri yang 
melakukan transaksi “jual-beli” hukum, hukum dianggap sesuatu yang 
tidak bernilai sehingga mampu diperjual belikan oleh pihak penguasa atau 
pihak terkait. Penegak hukum yang penulis maksud bukan hanya pihak 
kepolisian tetapi semua instansi pemegang wewenang untuk menegakkan 
aturan larangan impor pakaian bekas. Kasus impor pakaian bekas 
merupakan penyelundupan dalam kapasitas yang besar karena para 
oknum tersebut mencari cela agar barang tersebut dapat lolos dari 
pemeriksaan dan masuk ke dalam Indonesia, biasanya dengan kerja 
sama dengan penegak hukum atau penadah yang ada di Indonesia 
sehingga transaksi barang impor tersebut dapat masuk ke Indonesia. 
Kedua, degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi di elemen 
masyarakat Indonesia ini, dalam hal ini degradasi moral penegak hukum 
pun termasuk di dalamnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab buruknya 
penegakan hukum di Indonesia ini dengan banyaknya pelanggaran hukum 
yang terjadi, banyaknya tindakkan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).  
3. Masyarakat  
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 Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian. Penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana 
mestinya apabila kaidah atau norma dan nilai-nilai yang ada di 
masyarakat berjalan berdampingan dan saling selaras untuk menciptakan 
dan memelihara kedamaian pergaulan hidup. Namun apabila nilai-nilai 
tersebut tidak dapat berjalan bersama dengan kaidah yang mengatur 
maka akan terjadi penyimpangan perilaku dan menimbulkan pelanggaran-
pelanggaran terhadap aturan tersebut.  
 Masyarakat merupakan pelaku yang menjadi objek bagaimana 
hukum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang patuh akan hukum 
akan memberikan cerminan kepada penegakan hukum yang baik pada 
suatu Negara, tetapi apabila penerapan hukum tersebut tidak dapat 
diterima oleh masyarakat dan masyarakat melakukan penyimpangan 
terhadap hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum 
masih lemah. Kota Parepare merupakan kota yang berciri khas dengan 
penjualan barang import baik barang impor yang baru dan bekas.  
 Kota Parepare berdasarkan ciri khas penjualan barang impor yang 
baru maupun bekas sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk 
menertibkan hal tersebut. Penulis telah meneliti di Parepare dan hasil 
yang ditemukan banyaknya masyarakat di Parepare menjadikan 
penjualan barang bekas untuk mencari nafkah. Pengusaha “cakar”  atau 
pakaian bekas sangat banyak kita temukan apabila kita berada di Kota 
Parepare, bukan hanya di beberapa pasar tetapi hampir di tiap pasar  kita 
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akan menemukan penjualan “cakar”  tersebut. Selain itu adanya 
masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang memadai seperti Pasar 
Senggol Parepare, pasar ini merupakan pusat dari “cakar” yang ada di 
Parepare, banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Parepare tanpa 
melewatkan pasar ini, karena sepanjang daerah pasar kita dapat 
menemukan pengusaha-pengusaha “cakar” menjajalkan dagangannya. 
Hal ini yang dapat penulis liat bahwa “cakar” telah menjadi ciri khas dari 
masyarakat di Parepare sehingga menjadi sulit untuk menertibkan hal 
tersebut. Barang yang masuk bukan hanya sekali dua kali saja tetapi 
hampir tiap bulan para pengusaha “cakar” tersebut mendapat pasokan 
barang, barang tersebut dia peroleh dari penadah-penadah di Kota 
Parepare.  
 Peminat pakaian bekas atau “cakar” tidak hanya dari kalangan 
ekonomi rendah tetapi mencakup segala jenis masyarakat baik kalangan 
ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Hal tersebut membuktikan “cakar” 
atau pakaian bekas banyak diminati semua kalangan. 65% pakaian bekas 
atau “cakar” diminati kaum wanita dengan berbagai jenis profesi mulai dari 
ibu rumah tangga, mahasiswi, hingga pegawai-pegawai negeri dan 
swasta. Sedangkan, 35% lainnya diminati oleh laki-laki. Pembeli laki-laki 
biasanya banyak dikalangan anak muda atau mahasiswa.  
 Khusus di Kota Parepare masyarakat kurang mematuhi akan 
aturan pemerintah mengenai larangan tersebut. Penadah-penadah di 
daerah tersebut juga tetap dapat memasok barang dari luar negeri dengan 
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mudahnya. Menurut salah satu pedagang “cakar” di Pasar Senggol bahwa 
pengawasan biasanya hanya dilakukan terhadap gudang-gudang 
penadah tetapi untuk pedagang pakaian bekas atau “cakar” tidak pernah 
dilarang untuk beroperasi karena mereka mempunya izin usaha. 
Masyarakat sekitar berpendapat “cakar” atau penjualan barang bekas 
bukan berupakan hal yang harus untuk di atur tata niaga impornya karena 
tidak memberikan efek negatif secara langsung kepada masyarakat. Tidak 
semua masyarakat indonesia memiliki tingkat ekonomi baik adapula 
masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan sedang, harga jual 
barang “cakar” yang relatif sangat murah dan memberikan keuntungan 
yang besar, inilah menjadi alasan mengapa banyak masyarakat tergiur 
untuk berjualan dan membeli. 
 Kendala penegakan hukum sangat melibatkan masyarakat, apabila 
masyarakat setempat tidak ingin patuh mengenai aturan tersebut maka 
aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penegakan terhadap hal 
tersebut. Masyarakat setempat juga seringkali menyembunyikan para 
oknum-oknum yang melakukan kejahatan penyelundupan tersebut 
sehingga aparat penegak hukum sulit untu mengungkap proses 
penyelundupan barang bekas. Bukan hanya aparat penegak hukum tetapi 
pemerintah juga menjadi sulit untuk me`ngembangkan usaha tekstil di 
daerah tersebut karena masyarakat lebih tertarik untuk menjual pakaian 
bekas daripada menjadi membuka usaha industri tekstil. 
4. Penerapan dalam Penjatuhan Pidana atau Sanksi Administrasi  
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 Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang 
diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang 
dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana diberikan untuk 
dijadikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku. Sanksi administratif 
adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau 
ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.  
 Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 102 menyebutkan : 
 “Setiap orang yang : 
a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); 
b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat 
lain tanpa izin kepala kantor pabean; 
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam 
pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A 
ayat (3); 
d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam 
pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang 
ditentukan dan/atau di izinkan 
e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; 
f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban 
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan 
berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa 
persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak 
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; 
g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara 
atau tempat penimbuanan berikat yang tidak sampai ke kantor 
pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut 
di luar kemampuannya; atau 
h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang 
impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,  
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling 
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lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 
 
 Didalam Peraturan Menteri Dagang Nomor: 51/M-DAG/Per/7/2015 
tentang Larangan  Impor Pakaian Bekas pada Pasal 3 juga 
menyebutkan bahwa :  
“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib 
di musnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”  
 Baik di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan 
Permendag Nomor 51 Tahun 2015 menjelaskan mengenai penjatuhan 
pidana dan sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku, namun 
fakta yang terjadi yaitu penjatuhan pidana dan sanksi administratif 
belum diterapkan dengan tegas seperti yang ada dalam peraturan 
perundang-undangannya. Pakaian bekas yang diketahui masuk 
kedalam Indonesia pada atau setelah peraturan menteri diberlakukan 
harus dimusnahkan namun yang dapat kita lihat masih banyaknya 
penyelundupan-penyelundupan tetap terjadi. Pihak Bea dan Cukai 
Parepare menyatakan bahwa sanksi yang dilakukan terhadap oknum 
yang melakukan penyelundupan yaitu pemusnahan terhadap barang 
penyelundupan, pemidanaan terhadap tersangka, dan penyitaan 
terhadap kapal yang digunakan untuk melakukan penyelundupan. 
Namun, Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum 
69 
 
melakukan penertiban dan penindakan secara efektif karena baik 
pemidanaan maupun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera 
kepada pelaku. Baik aparat penegak hukum maupun pemerintah belum 
mampu menyiapkan diri untuk memberantas penyelundupan tersebut 
karena pada faktanya masih banyaknya peredaran pakaian bekas atau 
“cakar”. Apabila aparat atau pemerintah mau melakukan penindakan 
bukan hanya terhadap penyelundupannya tetapi terhadap penjualan 
barang tersebut. Sehingga, dapat mengurangi barang bekas yang 
diperjual belikan dan memberikan efek jera kepada penadah-penadah 
untuk melakukan impor illegal tersebut.  
 Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penyelundupan 
berbentuk sanksi pidana kumulatif, dengan mengutamakan penerapan 
sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan 
sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi 
pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana 
penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu 
diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga 
dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat 
dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan 
negara. Tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan 
atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, 
merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi 
perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang 
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diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka 
mensejahterakan rakyat banyak. 
 Kasus penemuan pakaian bekas atau “cakar” memang banyak 
terjadi di seluruh wilayah Indonesia, namun kebanyakan kasus tersebut 
penjatuhan sanksi hanya ditekankan pada pemberian pidana dan 
pemusnahan barang penyelundupan. Hal ini tidak memberi efek jera 
bagi pelaku dan tidak mengembalikan kerugiaan Negara karena tindak 
pidana penyelundupan. Dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku terdapat pengaturan mengenai pemberian hukuman para 
pelaku penyelundupan, namun yang seringnya terjadi hakim 
menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, 
dimana hukuman yang diberikan cenderung lebih sedikit dan mengarah 
kepada tidak ada efek jera kepada pelaku yang melakukan 
penyelundupan. Hal ini dilakukan agar para penadah-penadah atau 
importir tersebut dapat tertutup akses dikemudian hari untuk melakukan 
kejahatan dan mengedarkan barang penyelundupan ke pengusaha-
pengusaha.  
5. Letak Geografis  
 Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang sangat luas. 
Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Negara 
Republik Indonesia. Pulau-pulau yang menjadi perbatasan kadang kala di 
klaim menjadi milik Negara tetangga karena begitu banyaknya pulau-
pulau sehingga pemerintah masih kurang mampu mensejahterakan 
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seluruhnya. Indonesia merupakan Negara yang memiliki letak geografis 
yang sangat strategis. Karena letaknya yang strategis, Indonesia menjadi 
persimpangan lalu lintas dunia, baik darat, udara, maupul laut. Indonesia 
juga bertetangga dengan banyak negara di Asia yang sedang 
menunjukan geliat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa seperti China, 
India, dan Thailand. Selain itu, Indonesia berada pada titik persilangan 
perekonomian dunia dan perdagangan internasional, baik negara-negara 
industri maju maupun berkembang. 
 Indonesia yang dikenal dengan ramainya kegiatan perdagangan 
baik antar pulau maupun antar Negara sehingga perlu pengawasan yang 
besar. Impor pakaian bekas atau “cakar” yang masuk di Indonesia 
biasanya melalui pulau-pulau terluar atau perbatasan dengan Negara 
tetangga. Pakaian bekas atau “cakar” masuk ke wilayah Republik 
Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil yang 
tidak memiliki petugas Bea Cukai yang mengawas secara langsung. 
Barang-barang tersebut biasanya dikirim dari Negara-Negara maju atau 
Negara tetangga, bongkar muat pakaian bekas atau “cakar” biasanya 
dilakukan di perairan Malaysia dengan cara dipindah dari kapal besar ke 
kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil tersebut memuat barang-barang 
bekas yang akan di jual masuk ke Indonesia, pengangkutan dengan 
kapal kecil ini dilakukan untuk mengurangi pengawasan atau patroli oleh 
bea dan cukai atau polisi perairan.  
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 Parepare merupakan kota yang berbatasan dengan Selat 
Makassar, sehingga banyaknya kegiatan diperairan tersebut membuat 
Kota Parepare menjadi kota yang banyak diincar oleh pedagang-
pedagang. Perdagangan antar pulau yang sering di manfaatkan oleh 
masyarakat untuk memudahkan barang masuk ke dalam Parepare, 
bukan hanya perdagangan antar pulau tapi perdagangan antar Negara 
juga dapat ditemukan di Kota Parepare. Banyaknya produk Malaysia 
yang beredar di Parepare membuktikan bahwa adanya hubungan kerja 
sama antara pemerintahan Parepare dengan salah satu daerah di 
Malaysia yaitu Tawao. Hubungan kedua daerah ini yaitu disebut dengan 
“Sister City” dimana kerjasama mengenai tenaga kerja, perdagangan 
yang telah berlangsung sejak lama. Karena hal tersebut sehingga ada 
beberapa oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut untuk 
melakukan kecurangan.  
 Selain adanya hubungan kerjasama dengan Negara lain, Parepare 
juga merupakan kota yang berhadapan langsung dengan pulau 
Kalimantan dan beberapa wilayah yang dijadikan pasaran hasil produksi. 
Kadang kala Parepare merupakan pelabuhan kedua untuk barang yang 
masuk ke Indonesia, barang tersebut masuk ke Indonesia melalui 
Pelabuhan Nunukan di Kalimantan, sehingga apabila pakaian bekas atau 
“cakar” dinyatakan dapat diteruskan ke pulau-pulau lainnya sehingga 
biasanya pengawas penegak hukum di Parepare tidak dapat menolak 
kedatangan barang tersebut. Dengan demikian hal ini memungkinkan 
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oknum-oknum tertentu memasukkan barang-barang selundupan ke Kota 
Parepare.  
Social Research Terhadap Kendala Penegakan Hukum Pakaian 
Bekas atau Cakar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Olahan melalui Social Research (kuesioner dan 
wawancara) 
 
 Berdasarkan hasil social research yang penulis telah lakukan 
terhadap 56 partisipan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara 
terhadap masyarakat, pertama bahwa 34% dari partisipan yang 
berpendapat bahwa aparat penegak hukum kurang memberikan 
pengawasan terhadap penegakan hukum pakaian bekas atau “cakar” 
sehingga pakaian bekas tetap dapat masuk ke Indonesia. Kedua, 27,5% 
partisipan berpendapat bahwa masyarakat menganggap hal tersebut 
bukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang pemerintah harus 
melarangnya. Partisipan berpendapat bahwa pakaian bekas bukan 
merupakan barang yang harus dilarang karena bermanfaat untuk 
kebutuhan primer manusia yaitu pakaian dan dapat memenuhi kebutuhan 
beberapa masyarakat menengah kebawah. Ketiga, 26% partisipan 
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berpendapat sanksi atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku masih 
sangat ringan. Keempat, 12,5% partisipan berpendapat penerapan 
Undang-Undang tentang larangan impor pakaian bekas masih lemah. 
Kelima, 9% partisipan berpendapat bahwa letak geografis dari kota 
Parepare yang menjadi faktor mengapa penegakan hukum menjadi 
terkendala.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
BAB V  
PENUTUP  
 Berdasarkan dari uraian-uraian dalam skripsi ini yang membahas 
secara khusus mengenai penegakan hukum larangan impor pakaian 
bekas di Kota Parepare, maka penulis menarik kesimpulan dan 
memberikan saran sebagai berikut:  
A. Kesimpulan  
1. Penegakan hukum terhadap impor illegal seperti pada pakaian 
bekas atau “cakar” di Kota Parepare tidak sesuai dengan aturan 
yang seharusnya. Penegakan hukum yang masih lemah ini 
dikarenakan para penegak hukum belum menerapkan aturan 
sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan-
aturan yang mulai berlaku serta adanya perubahan terhadap aturan 
mengenai larangan impor pakaian bekas atau “cakar” menjadi 
penyebab kurangnya penegakan terhadap larangan impor pakaian 
bekas atau “cakar”. Baik penegak hukum maupun masyarakat 
belum mendapatkan sosialisasi mengenai aturan tersebut. 
Sehingga, sulit untuk penegak hukum untuk menindak lebih lanjut 
mengenai hal tersebut. Selain itu, koordinasi yang masih kurang 
diantara instansi-instansi yang mempunyai wewenang untuk 
memberantas penyelundupan juga menjadi penyebab yang utama.  
Instansi-instansi tersebut, baik Kepolisian dan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai belum mampu saling berkoordinasi dengan baik 
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sehingga penyelundupan-penyelundupan masih dapat ditemui di 
Kota Parepare. 
2. Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap larangan 
impor pakaian bekas atau “cakar” memang tidak sedikit. Dari 
penegak hukum itu sendiri memiliki kendala pada sumber daya 
manusia yang ada pada instansi tersebut. Banyaknya kabupaten 
yang menjadi wewenang dari Bea dan Cukai Parepare untuk 
mengawasi dengan jumlah karyawan yang sedikit menjadi kendala 
dari Bea dan Cukai. Dari segi masyarakat khususnya yaitu 
masyarakat masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak 
menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran 
hukum. Pakaian bekas atau “cakar” yang relatif murah dan dapat 
dijangkau oleh semua kalangan sehingga pakaian bekas atau 
“cakar” menjadi daya tarik. Masyarakat kurang menyadari akan 
dampak negatif dari peredaran pakaian bekas atau “cakar” di Kota 
Parepare. Selain karena masyarakat yang belum memiliki 
kesadaran terhadap aturan tersebut kendala terbesar juga terjadi 
pada payung hukum dari peraturan mengenai larangan impor 
pakaian bekas atau “cakar”. Dari tahun ke tahun kegiatan impor 
illegal tidak dapat dipungkiri makin meluas hal ini dikarenakan 
payung hukum dari peraturan kegiatan impor tidak memberikan 
efek jera kepada oknum-oknum tersebut. Pemerintah belum 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
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mengenai impor secara spesifik. Sehingga hal tersebut 
menyebabkan kejahatan penyelundupan masih sering terulang.   
B. Saran  
1. Perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang 
memberikan penjelasan mengenai kegiatan dibidang impor yang 
lebih spesifik.  
2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan atau 
larangan-larangan impor pakaian bekas atau “cakar” kepada 
masyarakat atau penegak hukum di seluruh Wilayah Republik 
Indonesia  
3. Hendaknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Parepare dalam 
memberantas penyelundupan di Kota Parepare. 
4. Untuk menegakkan aturan tersebut seharusnya pemerintah 
bukan hanya melarang impor pakaian bekas atau “cakar” tapi 
juga melakukan razia ke gudang-gudang penadah yang 
mendistribusikan barang tersebut kepada penjual “cakar”.  
5. Adanya penjatuhan hukuman dan sanksi administrasi yang tegas 
terhadap para penadah dan importir pakaian bekas atau “cakar” 
sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.  
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6. Diperlukan upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
sering melakukan patroli-patroli di perairan Selat Makassar 
sehingga kapal-kapal yang tidak memiliki izin yang jelas dapat 
diproses.  
7. Pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang 
diberikan dari impor pakaian bekas. Masyarakat Indonesia tidak 
semua berasal dari ekonomi yang cukup sehingga pakaian 
bekas atau “cakar” bisa menjadi alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melihat pula 
apakah memang diperlukan larangan terhadap hal ini atau tidak.  
8. Hendaknya pemerintah tidak mempersulit para importit sehingga 
mengurangi oknum-oknum untuk memilih jalur lain yang dapat 
merugikan Negara.  
9. Jumlah pedagang pakaian bekas atau “cakar” tidak sedikit di 
Kota Parepare sehingga apabila penegakan hukum berjalan 
sebagaimana semestinya maka pemerintah harus memberikan 
alternatif lain kepada penjual tersebut karena sebagian penjual 
cakar menggantungkan hidupnya dari berjualan tersebut.  
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